Menimbang

Mengingat :

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,

1.

pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan, diperlukan sumber-sumber pembiayaan
yang salah satunya adalah dengan retribusi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka pemungutan atas retribusi pemakaian kekayaan
daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);



Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang
dapat dinilai dengan wuang, berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, Perjanjian atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Tanah adalah tanah milik Pemerintah Daerah dan/atau
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang
sah.

Rumah Dinas adalah rumah dinas milik Pemerintah
Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Situbondo.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif = berupa
bunga/atau denda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten
Situbondo yang memuat ketentuan pidana.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan
fasilitas pada kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pemakaian tanah;

. pemakaian toko/ruko;
pemakaian gedung bangunan;
. pemakaian rumah dinas;
pemakaian kendaraan.

o oo o

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas
kekayaan daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk pemungut
atau pemotong.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan
Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah diukur berdasarkan waktu penggunaan, jenis
penggunaan, dan fasilitas yang digunakan oleh subyek
retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan tujuan
memperoleh keuntungan yang layak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan
jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan
berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
adalah di Kabupaten Situbondo dimana fasilitas kekayaan
daerah tersebut digunakan.

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

(1) Masa Retribusi terutang adalah selama berlakunya usaha
sebagaimana tersebut pada izinnya dengan ketentuan
Wajib Retribusi wajib melakukan daftar ulang izinnya.

(2) Ketentuan mengenai daftar ulang izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa kuitansi.

BAB IX
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12

Ketentuan perizinan guna pemakaian kekayaan daerah
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



(1)

(4)

(1)
(2)

(1)

(3)

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pemungutan retribusi dilakukan oleh bendahara penerima
yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah
dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kerja.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran Retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan
Retribusi Daerah.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan,
maka seluruh hasil peneriman Retribusi harus disetor di
Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
saat diterima pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Penagihan
Pasal 15

Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran
Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya,
dapat diterbitkan surat teguran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum
memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan
STRD.

STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang
pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2%
(dua persen) per bulan dari retribusi terutang.



(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 16

Menunjuk instansi pengelola sebagai instansi yang berwenang
memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di
Kabupaten Situbondo.

BAB XII
PEMANFAATAN
Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang
berhubungan dengan pelayanan penyediaan dan perawatan
fasilitas kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan ysng diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau
pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau
pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.



(4)

(6)

(1)

(3)
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Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan  pembayaran  kelebihan  pembayaran
Retribusi.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

Hak wuntuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya.

Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 24

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
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BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Sanksi administrasi diberikan dalam hal Wajib Retribusi
tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas
Daerah dan merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang
melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



(4)

(1)

(2)
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi;

g. menyuruh  berhenti atau melarang  seseorang
meningggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

—.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik = sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
merupakan penerimaan Negara.
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BAB XX1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 06 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,
ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 06 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19541010 197603 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 23

sesuai dengan Aslinya,
AGIAN HUKUM

Y f,’\ J%melna (V/a)
A m L21;9831221 200604 2 009



LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo
Tanggal : 06 Desember 2020

Nomor

23 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO | JENIS KEKAYAAN PENGGU BESARAN KETERANG-AN INSTANSI YANG
DAERAH NAAN RETRIBUSI (Rp.) MENANGANI
1 2 3 4 5 6
I. | Pemakaian Tanah
1. Tanah/Jalan Pemasangan e Kantor Pelayanan
Reklame Perijinan  Terpadu
10.000,00/M?/bulan | Billboard ataul Kabupaten
sejenisnya Situbondo
5.000,00/M?/bulan Spanduk
Bangunan e Dinas Pengelolaan
2.000,00/M2/bulan Permanen Keuangan Daerah
1.000,00/M?/bulan Semi Permanen | Kabupaten
500,00/M2/bulan Tidak Permanen | Situbondo
Pertanian dan -/M?/tahun e Dinas Pertanian
Perikanan harga ditentukan Kabupaten
Darat berdasarkan harga Situbondo
umum/pasaran  di e Dinas Kelautan dan
mana lokasi tanah Perikanan
tersebut berada. Kabupaten
Situbondo
2. Stadion Gelora | Pertunju 3.500.000,00/ 1(satu) e Dinas Pengelolaan
Moh. Saleh kan dan Olah| kali penggunaan Keuangan Daerah
Raga Kabupaten
Situbondo
II. | Pemakaian Usaha 220.000,00/M2/ Komplek Pasare Dinas Pengelolaan
Toko/Ruko berjualan tahun Mimbaan Baru Keuangan Daerah
200.000,00/M2/ e Jalan Irian| Kabupaten
tahun Jaya; Situbondo
e Jalan A. Yani;
e Pasar Umum
Ardirejo;
e Pasar Umum
Panarukan;
e Pasar Umum
Asembagus.
III. | Pemakaian Gedung e Dinas Pengelolaan
1. Gedung Serba Keuangan Daerah
Guna Baluran Kabupaten
Olah Ragal 20.000,00/lapangan/ | Pukul 07.00 s/d Situbondo
bulutangkis 2 Jam 15.00 WIB.
25.000,00/lapangan/ | Pukul 16.00 s/d
2 Jam 24.00 WIB.
Olah Raga bolal 75.000,00/hari Pukul 07.00 s/d
volly 15.00 WIB.
100.000,00/hari Pukul 16.00 s/d
24.00 WIB.
Pertunjukan 2.500.000,00/hari Pukul 07.00 s/d
musik, 15.00 WIB.
pagelaran, .
sirkus, hajatan 3.000.000,00/hari Pukul 16.00 s/d
tournament/lo 24.00 WIB.

mba
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1 2 3 4 5 6
Rapat, 250.000,00/hari Pukul 07.00 s/d
Seminar, 15.00 WIB.
Pertemuan 300.000,00/hari Pukul 16.00 s/d
pada lantai II 24.00 WIB.
2. Wisma Daerah Dinas
Rengganis Pengelolaan
Penginapan 175.000,00/Kamar/ | Kamar Utama Keuangan
malam Daerah
125.000,00/Kamar/ | Kamar A.1 s/d Kabupaten
malam A.6 Situbondo
Hajatan 1.000.000,00/hari Ruang
pertemuan
Rapat 250.000,00/hari Ruang
pertemuan
3. Wisma Daerah Dinas Pengelolaan
Baluran Keuangan Daerah
Penginapan 60.000,00/Kamar/ Kamar lantai I Kabupaten
malam Situbondo
Penginapan 45.000,00/Kamar/ Kamar lantai II
malam
IV. | Pemakaian Rumah Dinas Pengelolaan
Dinas Keuangan Daerah
Rumah Dinas | 2.500,00/ M?/bulan | Dalam Ibu Kota] Kabupaten
PNS Kabupaten Situbondo
Rumah Dinas | 1.000,00/ M?/bulan | Ibu Kota
PNS Kecamatan
Rumah Dinas | 750,00/ M?/bulan Pedesaan
PNS
V. | Pemakaian Dinas Binamarga
Kendaraan dan Pengairan
1. Mesin Gilas Jalan | Pemadat Pukul 07.00 s/d| Kabupaten
Jalan 15.00 WIB. Situbondo
75.000,00/hari Tahun 1974
volume 6-8 ton
merk Barata
75.000,00/hari Tahun 1975
volume 6-8 ton
merk Barata
75.000,00/hari Tahun 1976
volume 6-8 ton
merk Barata
75.000,00/hari Tahun 1977
volume 6-8 ton
merk Barata
60.000,00/hari Tahun 1980
volume 0-2.5 ton
merk Barata
60.000,00/hari Tahun 1981
volume 0-2.5 ton
merk Barata
60.000,00 Tahun 1982
volume 0-2.5 ton
merk Barata
75.000,00 Tahun 1983
volume 6-8 ton
merk Barata
85.000,00 Tahun 2006
volume 8-12 ton
merk Barata
2. Mesin Jenis lain Dinas Binamarga
a) Wheel loader | Menaikkan 90.000,00/jam dan Pengairan
95 HP Material Kabupaten
Batu/Tanah ke Situbondo

Pump Truck




17

2 3 4 5 6
b) Motor Grader | Perataan 90.000,00/jam
110 HP Jalan/Tanah
c) Dump Truck | Pengangkut 20.000,00/jam
3.5 ton material
d) Asphal Sprayer | Penyemprot 5.000,00/jam
200 Hr Aspal
e) Vibrator Ramer | Pemadat tanah| 5.000,00/jam
200 Kg
f) Vibrator Roller | Pemadat tanah| 5.000,00/jam
500 Kg
g) Beton Molen | Pengaduk 5.000,00/jam
0.25 M3 semen
h) Air Compresor Penyemprot 5.000,00/jam
Aspal
i) Water pump 4~ Penyedot Air 5.000,00/jam
j) Genset 3 KVA Pembangkit 5.000,00/jam
listrik
k) Theodolith Alat Pengukur 10.000,00/jam
konstruksi
1) Excavator PC | Pengeruk 110.000,00/jam
200 material
m) Buldozer 125 | Perata tanah | 90.000,00/jam
HP

Catatan : Biaya retribusi pemakaian alat tidak termasuk biayal

operasional

BUPATI SITUBONDO,
ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H




PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui
proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah
Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor
pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi
daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan
kewenangan yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan
pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen
pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi
daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di
daerah, salah satu aspek penting adalah pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa usaha yang
dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat
Kabupaten Situbondo perlu senantisa ditingkatkan. Upaya Peningkatan
akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan
kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu sumber
pembiayaan penyediaan jasa usaha adalah retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi.
Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diakomodir dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Guna mencegah pemungutan
retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemungutan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan,



Pasal 2

Pasal 3
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 26

Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
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sehingga Wajib Retribusi dan Aparatur dalam
menjalankan hak dan kewajibannya dapat
berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat
dicapai tertib administrasi.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah :

a.

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak
dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum
atau Reribusi Perizinan Tertentu ;dan

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang
bersifat  komersial yang = seyogyanya
disediakan oleh sector swasta tetapi belum
memadai atau terdapatnya harta yang
dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh
Pemerintah Daerah.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
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Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas.
Pasal 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011
NOMOR 23



